BUPATI PURBALINGGA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PZNYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

.oa.

KABUPATEN PURBALINGGA
'JENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURBALINGGA,

bahwa badan publik mempunyai kewajiban menyediakan,
memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik sesuai
kewenangannya kepada pengguna Informasi Publik, selain
Informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

. bahwa Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2014

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kabupaten Purbalingga sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan keadaan dan dengan adanya
perubahan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu
disesuaikan dan diatur kembali;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Nedgara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Recpublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5952); / 7,_/















(2) Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)
(4)

ayat (1) diajukan oleh PPID pembantu kepada PPID utama untuk selanjutnya
ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 5

Pemerintahan Daerah wajib menyediakan, memberikan dan/atau
menerbitkan Informasi dan Dokumentasi Publik yang berada di bawah
kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang
dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintahan Daerah dapat membangun dan mengembangkan sistem
informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah.

BAB IV
PPID
Pasal 6

Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilaksanakan oleh
Pemerintahan Daerah dengan membentuk dan menetapkan PPID.

PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada pejabat struktural
yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi
dan/atau kehumasan.

Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID dibentuk PLID.

PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan PPID Utama pada
PLID.

Pasal 7

PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Susunan PLID di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Yz,



























(6) Format formulir Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi

(2)

(3)

sebagaimana tercantum pada Form IV dalam Lampiran V yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Registrasi Keberatan
Pasal 30

PPID wajib mencatat pengajuan keberatan dalam buku register keberatan.

Register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-

kurangnya memuat:

a. nomor registrasi pengajuan keberatan;

b. nomor pendaftaran permohonan informasi publik dan/atau kuasanya
yang mengajukan keberatan;

c. informasi publik yang diminta;

d. tujuan penggunaan informasi publik;

e. alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;

f. waktu pemberian tanggapan atas keberatanyang diisi oleh petugas;

g. nama dan posisi atasan PPID;

h.nama dan tanda tangan pemohon informasi publik atau kuasanya yang
mengajukan keberatan;

i. keputusan atas keberatan;

j. keputusan pemohon informasi publik atas keputusan Atasan PPID.

Format Form Register Keberatan atas Permohonan Informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Form V dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan di Purbalingga

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Januari 20

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI
[+{os

pada tanggal 10 Januari 2017

BERMA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 9




LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Pembina :
Bupati/Wakil Bupati
Tim Pertimbangan:
Pengarah : Pejabat eselon II b Setda,
Sekretaris Daerah Selaku Pimpinan Perangkat Daerah
Atasan PPID Utama dan Pejabat yang menangani
Bidang Hukum
e e :
1
PPID Utama :
Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika

PPID Pembantu Pejabat
Sekretariat PPID  [--------------- Perangkat Daerah Pengelola

dan Dokumentasi di Kecamatan

|

Bidan Bidang .
Arsip dan dan Informasi engketa
: . Informasi
Dokumentasi Pengolahan Publik
Informasi
Puhlik

Keterangan :
: Garis Komando
...... : Garis Koordinasi

BUPATI[PURBALINGGA, /

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Januari 2017

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 9




> ) O LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN  INFORMASI  DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
PURBALINGGA

FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

NOMOR SOP :
= s 8 TGL. PEMBUATAN -
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN
PELAYANAN
(NAMA INSTANSI) NAMA SOP
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUN
1. UU 14 Tahun 2008
2. UU 25 Tahun 2009
3. UU 23Tahun 2013
4. PP 61 Tahun 2010
5. Perki 1 Tahun 2010

6. Perki 1 Tahun 2013

KET;‘ERIKATAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja
2. Term of Reference

3. Alat Tulis kantor

4. Jaringan Internet

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN

- Disimpan dalam bentuk soficopy dan hardcopy Z












B. PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

. NOMOR SOP
i TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN
PELAYANAN
(NAMA INSTANSI) NAMA SOP
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUN
1. UU 14 Tahun 2008
2. UU 25 Tahun 2009
3. UU 23Tahun 2013
4. PP 61 Tahun 2010
5. Perki 1 Tahun 2010
6. Perki 1 Tahun 2013
KETERIKATAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja
2. Term of Reference
3. Alat Tulis kantor
4. Jaringan Internet
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN

- Disimpan dalam bentuk soffcopy dan hardcopy

i




D

Pelaksana Pendukung
: Komponen
. Bagian PPID dan
He Kegiaton Pemohon_ Registrasi PPID dhary Kelengkapan Waktu Output SRCEEan
Informasi Perangkat
PPID Pembantu
Daerah
1 Pemohonan Informasi (1) Formulir Pada hari Formulir
dapat menyampaikan Permohonan | dan jam permohonan
permohonan informasi Informasi kerja untuk | informasi
yang dibutuhkan baik yang tersedia | pemohon yang telah
secara langsung dan di meja | informasi diisi lengkap
tidak langsung pelayanan secara dan dilampiri
PPID  atau | langsung fotocopu/scan
yang dan setiap identitas diri
ditampilakan | saat untuk (NIK)
di website, pemohon
(2) Fotocopy informasi
atau scan | secara tidak
identitas diri | langsung
(NIK) dari
pemohon
informasi
2 | Melakukan registrasi Semua data-data | Pada hari DIP yang
berkas permohonan pemohon dan jam telah tersusun
informasi publik. Jika informasi kerja untuk | dalam bentuk
dokumen/informasi yang disimpan dalam | pemohon hardcopy dan
diminta telah termasuk bentuk hardcopy | informasi softcopy
dalam DIP dan dimiliki atau sofcopy secara
oleh meja informasi atau langsung
sudah terdapat di website dan setiap
PPID, maka langsung saat untuk
diberikan kepada pemohon
pemohon informasi atau informasi
bisa langsung diunduh secara tidak




oleh pemohon informasi. langsung

Jika

informasi/dokumentasi

yang diminta belum

termasuk dalam DIP,

maka berkas

permohonan

disampaikan kepada

PPID atau PPID

Pembantu

PPID meminta kepada DIP yang telah 10 (sepuluh) | DIP
komponen atau ditetapkan oleh | hari kerja

Perangkat Daerah untuk komponen atau | sejak

memberikan informasi Perangkat permohon

atau dokumen yang Daerah informasi

sudah termasuk dalam diterima

DIDP, kepada PPID -,__,- oleh PPID

untuk diberikan kepada

pemohon informasi.

Komponen atau

Perangkat Daerah

memberikan informasi

atau dokumen yang

dimaksud kepada PPID

atau PPID Pembantu

Memberikan informasi Informasi atau Perpanjanga | Informasi
atau dokumen yang Dokumen yang | n publik yang
diminta oleh pemohon diminta oleh permohonan | diminta oleh
informasi yang telah pemohon informasi pemohon
menandatangani tanda informasi dalah 7 informasi
bukti penerimaan (tujuh) hari

informasi atau dokumen kerja




C. FASILITASI SENGKETA INFORMASI

o NOMOR SOP
v TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN
(NAMA INSTANSI) NAMA SOP PELAYANAN
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUN
1. UU 14 Tahun 2008
2. UU 25 Tahun 2009
3. UU 23 Tahun 2013
4. PP 61 Tahun 2010
5. Perki 1 Tahun 2010
6. Perki 1 Tahun 2013
KETERIKATAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja
2. Term of Reference
3. Alat Tulis kantor
4. Jaringan Internet
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN

- Disimpan dalam bentuk soficopy dan hardcopy




2

Pelaksana Pendukung
Tim Pemohon
" PPID Utama . Komponen
B Kegutan dan PPID Pei)rtllmbangan atau Perangkat Kelengkapan Waktu Output Betetangan
Pembantu e Daerah
Informasi
1 | Melakukan kajian atas Berkas Setiap Saat Berkas
informasi/dokumen yang - Permohonan Permohonan
tidak termasuk dalam informasi/dokumen informasi yang
DIP dengan melibatkan dari Pemohon teah diisi lengkap
Tim Pertimbangan Informasi dan dilampiri
Pelayanan Informasi. fotocopy/scan
identitas diri (NIK)
2 Memberikan Dasar hukum: UU | Pada hari dan | Surat Keputusan
pertimbangan atas e- KIP 14 Tahun jam kerja Tim Pertimbangan
informasi/dokumen yang 2008 dan PERKI 1 Pelayanan
dimaksud yang bersifat Tahun 2010 Informasi
rahasia berdasarkan UU,
kepatutan dan
kepentingan umum
3 | Menyampaikan kepada Informasi/dokumen | Pada hari dan | Informasi/dokumen
PPID atas status yang telah jam Kkerja, dari komponen
informasi/dokumen yang dinyatakan terbuka | maksimal 10 | atau Perangkat
diminta pemohon untuk publik (sepuluh) hari | Daerah
informasi, apakah kerja, sejak
termasuk rahasia atau permohonan
terbuka. Jika informasi
informasi/dokumen yang terintegrasi
dimaksud adalah

terbuka, maka PPID
memerintahkan kepada
komponen/Perangkat
Daerah untuk

A\ 4

7]




menyerahkan
informasi/dokumen yang
dimaksud. Jika status
informasi/dokumen oleh
Tim Pertimbangan
Pelayanan Informasi
dinyatakan rahasia, maka
PPID membuat surat
penolakan kepada
pemohon informasi.

Memberikan informasi Informasi atau Maksimal Informasi publik
yang diminta oleh =- Dokumen yang diberikan yang diminta oleh
pemohon informasi diminta oleh perpanjangan | pemohon informasi
dengan menandatangani pemohon informasi | pemenuhan atau surat
tanda bukti penerimaan atau surat permohonan | penolakan
atau memberikan surat penolakan jika informasi
penolakan kepada informasi/dokumen | selama 7
pemohon jika status trsebut (tujuh) hari
informasi/dokumen dikategorikan sejak
dinyatakan rahasia. rahasia pemberitahuan
tertulis
diberikan dan
tidak dapat
diperpanjang
lagi.




D. PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN
(NAMA INSTANSI) NAMA SOP PELAYANAN
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUN
1. UU 14 Tahun 2008
2. UU 25 Tahun 2009
3. UU 23Tahun 2013
4. PP 61 Tahun 2010
5. Perki 1 Tahun 2010
6. Perki 1 Tahun 2013
KETERIKATAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja
2. Term of Reference
3. Alat Tulis kantor
4. Jaringan Internet
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN

- Disimpan dalam bentuk soficopy dan hardcopy




Pelaksana Pendukung
Tim Pemohon
. PPID Utama . Komponen
- Kegiztan dan PPID P‘;,“‘lmbanga“ atau Perangkat Kelengkapan Waktu Output Keerangan
Pembantu S - Daerah
Informasi
1 | Pemohon Informasi (1) Formulir Pada hari dan | Formulir
menyampaikan - Pengajuan jam kerja pengajuan
pengajuan keberatan atas Keberatan keberatan
tidak terlayaninya Informasi pelayanan
pemohn informasi yang Publik yang informasi publik
dibutuhkan melalui: (1) tersedia di meja yang telah diisi
datang langsung dan pelayanan lengkap dan
mengisi formulir OPPID atau dilampiri
permohonan pengajuan ditampilkan di fotocopy/scan
keberatan informasi website dan identitas diri
publik dengan dapat diunduh, (NIK)
melengkapi fotocopy (2) Fotocopy atau
identitas diri (NIK), (2) scan identitas
melalui website dengan diri (NIK) dari
mengisi formulir yang pemohon yang
telah diunduh dan mengajukan
menyertakan scan keberatan
identitas diri (NIK)
kemudian dikirim ke
alamat email PPID yang

tertera di website, (3)
mengirim fax formulir
permohonan informasi
yang telah diisi lengkap
disertai dengan fax
identitas diri (NIK) ke
nomor fax PPID.

a/




D

Melakukan registrasi Semua data-data Pada hari dan | Daftar
formulir pengajuan pemohon informasi | jam kerja pengajuan
keberatan pelayanan -——-'-—'——'— disimpan dalam keberatan
informasi dan bentuk hardcopy pelayanan
meny:;}mpali(kell)n dan softcopy. inlformasi yang
pengajuan keberatan telah defile
kepada Atasan PPID. dalam bentuk
hardcopy dan
softcopy.
Memeriksa formulir Berkas pengajuan | Pada hari dan | Daftar surat
pengajuan keberatan dari keberatan jam kerja yang harus
para pemohon informasi pelayanan diberikan
dan memerintahkan - informasi yang kepada PPID
PPID dan PPID telah diisi lengkap. dan PPID
Pembnatu untuk Pembantu
menjawab permohonan
informasi.
Memerintahkan kepada (1) Berkas Pada hari dan | Surat perintah
PPID dan PPID pengajuan jam kerja tertulis kepada
Pembantu untuk keberatan PPID dan PPID
memenuhi permintaan pelayanan Pembantu untuk
informasi dari Pemohon informasi yang memenuhi
Informasi. -‘ telah diisi permintaan
0 ) lengkap, pemohon
(2) DIP yang telah informasi yang
diumumkan mengajukan
keberatan
pelayanan
informasi
publik.
Memberikan informasi Dokumen/informasi | Pada hari dan | Informasi
yang diminta oleh yang dimaksud oleh | jam kerja publik yang

pemohon informasi

Pemohon Informasi

diminta oleh

/a*/

i



kepada Atasan PPID jika
informasi yang dimaksud
telah masuk DIP. Atasan
PPID akan menjawab
pengajuan keberatan
kepada pemohon
informasi. Jika informasi
yang diinginkan
pemohon informasi tidak
termasuk dalam DIP
yang telah diumumkan,
karena informasi belum
tersedia atau termasuk
informasi yang
dikecualikan, maka
diberikan surat
penolakan kepada
Pemohon Informasi.

atau rekomendasi
surat penolakan
dari PPID atau
PPID Pembantu
karena informasi
yang diminta
merupakan
informasi yang
dikecualikan

Pemohon
Informasi atau
surat penolakan
kepada
Pemohon
informasi

g\




E. FASILITASI SENGKETA INFORMASI

NOMOR SOP
¥ TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN
(NAMA INSTANSI) NAMA SOP PELAYANAN
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUN
1. UU 14 Tahun 2008
2. UU 25 Tahun 2009
3. UU 23 Tahun 2013
4. PP 61 Tahun 2010
5. Perki 1 Tahun 2010
6. Perki 1 Tahun 2013
KETERIKATAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja

2. Term of Reference
3. Alat Tulis kantor
4. Jaringan Internet

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- Disimpan dalam bentuk soffcopy dan hardcopy




Pelaksana Pendukung
Tim Pemohon
y PPID Utama ; Komponen
o Reglatan dan PPID Pi)nllmbangan atau Perangkat Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Pembantu by Daerah
Informasi
1 | Setiap Pemohon Informasi (1) Formulir Pada hari Berkas

dapat mengajukan Pengajuan dan jam permohonan
keberatan secara tertulis - Keberatan kerja, informasi yang
kepada Atasan PPID Informasi maksimal 10 | telah diisi
dalam waktu 10 (sepuluh) Publik yang | (sepuluh) lengkap dan
hari kerja, sejak tersedia di hari kerja, dilampiri
permohonan informasi meja sejak fotocopy/scan
teregistrasi dan diberikan. pelayanan permohonan | identitas diri
Perpanjangan pemenuhan PPID atau informasi (NIK)
permohonan informasi ditampilkan | teregistrasi
selama 7 (tujuh) hari sejak di website
pemberitahuna tertulis dan dapat
diberikan dan tidak dapat diunduh,
diperpanjang lagi. (2) Fotocopy

atau scan

identitas diri

(NIK) dari

pemohon

yang me-

ngajukan

keberatan

Atasan PPID menetapkan
Tim Fasilitasi sengketa
informasi untuk
mengupayakan
penyelesaian sengketa
informasi, yang dibentuk
oleh PPID Utama.

Tanggapan
tertulis dari
atasan PPID
Perihal
informasi yang
disengketakan

i




Tim fasilitasi sengketa
informasi diketuai oleh
PPID Utama dan
beranggotakan PPID
Pembantu terkait, pejabat
yang menangani bidang
hukum, pejabat fungsional,
serta JFU yang sesuai
dengan kebutuhan.

Diajukan dalam
waktu paling
lambat 14
(empat belas)
hari kerja
setelah
diterimanya
tanggapan
tertulis dari
Atasan PPID

Daftar surat
yang harus
diberikan
kepada PPID
dan PPID
Pembantu

Tim fasilitasi sengketa
informasi melaporkan
proses penanganan
sengketa informasi kepada
Atasan PPID/

Upaya penyelesaian
Sengketa Informasi Publik
diajukan kepada Komisi
Informasi Kabupaten
sesuai dengan
kewenangannya apabila
tanggapan Atasan PPID
dalam proses keberatan
tidak memuaskan
Pemohon Informasi.

v

Diundangkan di Purbalingga

10 Januari 2017

BUPATI PURBALINGGA




LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA

FORMAT DAFTAR ISIAN PUBLIK

. Informasi Jangka
| Ringkasan | Pejabat/Unit/Satker | *cnanggungiawab | Waktudan | Bentuk |—zrop . " | Waktu
Jenis i i Pembuatan atau Tempat | Informasi | ... Wajib Wajib Informasi

NO . Isi Yang Menguasai ; Diumumkan | .. . Atau

Informasi T Inteiinas: Penerbit Pembuatan yang S Diumumkan | Diumumkan yang Ristarisi
Informasi Informasi | Tersedia o Serta Merta | Setiap Saat | Dikecualikan :
Berkala Arsip
Diundangkan di Purbalingga

pada tanggal 10 Januari 2017

BUPATI PURBALINGGA /

Ar A DI




MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI  LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN
PURBALINGGA

I. TATA KERJA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. DESK INFORMASI PUBLIK

Guna memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi
publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui desk layanan informasi
publik melakukan layanan langsung dan layanan melalui media antara lain menggunakan
telepon/fax. Telp/Fax : 0281 8902091; E-mail : dinhubkominfo@purbalinggakab.go.id;
dan website: http://ppid.purbalinggakab.go.id.

B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN INFORMAI PUBLIK

NO

KEGIATAN

PELAKSANA

KOORDINATOR
PETUGAS BIDANG
INFORMASI PELAYANAN

INFORMASI PUBLIK

PPID

Menerima Permintaan

Informasi Publik

Melaporkan

Penanggung
Koordinator

Pelayanan Informasi Publik

MULAI
Kepada —lL

Jawab
Bidang

Menginstruksikan
mempersiapkan

sesuatu yang terkait dengan
Permintaan Informasi Publik

untuk

segala

Menginformasikan
Petugas Informasi

memproses lebih lanjut

ke
untuk &

Menghubungi Pemohon v

Informasi Publik

Melaporkan
pimpinan

kepada

SELESAI

g

C. WAKTU PELAYANAN INFORMASI

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan
waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan pada hari kerja Senin

sampai dengan Sabtu.
e Hari Senin-kamis
e [stirahat

e Hari Jumat

e Hari Sabtu

: Pukul 09.00 - 13.00 WIB
: Pukul 11.30 - 12.30 WIB
: Pukul 09.00 - 11.00 WIB
: Pukul 09.00 - 12.00 WIB

/)//







II. MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI PEMERINTAHAN

KABUPATEN PURBALINGGA

Penolakan K]

PEMOHON
INFORMASI

s

Pencatatan :
Nama, Alamat,
Informasi yang

diminta, dll

Il

Tanda Bukti

Penerimaan

permintaan
informasi

o

L.

Proses I:) Penerimaan

Jawaban

ot

SELESAI

Pemohon Informasi datang ke
Petugas layanan informasi, mengisi
formulir permintaan informasi
dengan melampirkan fotocopy KTP
pemohon dan pengguna informasi;

. Petugas memberikan tanda bukti

Penerimaan Permintaan Informasi
Publik kepada Pemohon Informasi
Publik;

. Petugas memproses Permintaan

Pemohon Informasi Publik sesuai
dengan  formulir  permintaaan
informasi publik yang telah ditanda
tangani oleh pemohon informasi
publik;

. Petugas menyerahkan informasi

sesuai dengan yang diminta oleh
pemohon/pengguna informasi. Jika
informasi yang diminta masuk
dalam kategori dikecualikan PPID
menyampaikan  alasan  sesuai
dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan;

. Petugas memberikan Tanda Bukti

Penyerahan  Informasi  Publik
kepada pengguna Informasi Publik.

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Januari 2017

KONTARDI
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BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 9




LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN
PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
PURBALINGGA

DAFTAR FORM PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA

Form I : Form Permohonan Informasi Publik

Form II : Register Permohonan Informasi Publik

Form III : Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi
Publik

4. Form IV : Form Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi

5. Form V : Registrasi Keberatan

i
2.
3.

BUPATI PWRBALINGGA,

{TASDI

Diundangkan di Purbalingga
‘ pada tanggal 10 Januari 2017

ARIS DAERAH,

KONTARDI

A DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 9



